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20 Perusahaan Tambang akan Diizinkan

Kembali Garap Konsesi Tambang

Jakarta, NERACA

Sebanyak 20 perusahaan tam-
bang mineral dan migas (minyak
dan gas bumi) yang terkena masa-
lah perubahan status lahan—kon-
sesi lahan mereka berdasarkan
UU Kehutanan yang baru kini ma-
suk dalam kawasan hutan lindung
— akan diizinkan kembali untuk
menggarap lahan pertambangan
mereka setelah dikaji oleh tim
yang beranggotakan sejumlahins-
tansi terkait. Jumlah 20 perusaha-
an itu merupakan hasil seleksi dari
sekitar 50 perusahaan yang berma-
salah lantaran adanya UU No. 41/
1999 tentang Kehutanan.

Menteri Negara Percepatan
Pembangunan KTI (Kawasan Ti-
mur Indonesia), Manuel Kaisiepo
menga , dari 20 perusahaan
kontrak karya (KK) dan KPS
(Kontraktor Production Sharing)
itu, lebih dari separuhnya berada
atau beroperasi di kawasan timur
Indonesia. “Bagaimana persisnya
keputusan itu, mungkin diumum-
kan oleh pemerintah dalam waktu
dekatini,” kata Kaisiepo yang dite-
mui wartawan setelah menerima
Gubernur Irian Jaya, Drs. J.P. Sa-
lossa di Jakarta, kemarin.

Dia mengungkapkan, masalah-

perubahan status lahan ini sebe-

lumnya telah dibahas secara kom-
prehensif di DPR, yang saat itu di-
hadiri pejabat terkait, yakni dari
Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral, Departemen Kehu-
tanan, Kantor Menteri Negara
Lingkungan Hidup, dan Kemente-
rian Negara Percepatan Pemba-
ngunan KTI. :
“Memang tidak mudah memu-
tuskan masalah status lahan ini,
karenaitu dibahas secarainterdep
(gabungan). Secara prinsip, semua
pihak sepaham bahwa akan mun-
cul dampak yang buruk jika per-
usahaan yang telah mengantungi
KK atau PSC (Production Sharing
Contract), tidak boleh meneruskan

kegiatannya karena lahannya ber- -
ubah status dari hutan produksi

menjadi hutan lindung. Terlebih
mereka juga telah mengeluarkan

investasi yang besar. Kita bisa ke-

napenaltidan dituntutdiarbitrase,
dan ini pasti akan menyulitkan,”
kata mantan wartawan harian
umum Kompas ini.

Tandus .
Ditempatyang sama, Gubernur
Irian Jaya J.P. Salossa memperta-
nyakan kriteria hutan lindung se-
bagaimana yang tercantum dalam
UU No. 41/1999itu. Pasalnya, kata

Salossa, apa yang ada di Pulau
Gag, sesungguhnyatidaklebih da-
rilahankosong yang tandus, hanya
ditumbubhi alang-alang, bukan hu-
tan yang kaya dengan tumbuh-
tumbuhan yang beraneka ragam.

“Silakan wartawan datang sen-
diri ke sana. Lahan itu tak lebih da-
ri hutan tandus dengan tumbuhan
alang-alang. Saya sangat kecewa
dengan kenyataan bahwa Gag ma-
suk dalam kriteriayang tidak boleh
digunakan kegiatan pertambang-
an sesuai UU 41/1999,” katanya.

Diamenyayangkan Menteri Ke-
hutanan terlalu lamban mengam-
bil keputusan. Padahal, oleh men-
teri kehutanan sebelumnya, masa-
lah Gag sama sekali tak dipersoal-
kan lagi. “Menteri Kehutananyang
lamasebetulnya sudah mengeluar-
kan surat persetujuan,” katanya.

Menurut Manuel Kaisiepo, kon-
trak migas dan kontrak karya ber-
sifat internasional, sehingga jika
muncul persoalan yang diakibat-
kan oleh kebijakan pemerintah,
dampaknya akan luar biasa. Di in-
dustri tambang dan migas me-
mang sangat spesifik, padat modal
dan padat karya. Mereka, tambah
Salossa, datang dengan memba-
ngun infrastruktur dan fasilitas
sendiri. (31)
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